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PEDOMAN TRANSLITERASI 
1. Konsonan 
 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب ba b Be 
ت ta t Te 
ث sa ṡ es (dengan titik di  atas) 
ج jim j Je 
ح ha ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ kha kh kadan ha 
د dal d De 
ذ zal ż zet (dengan titik di atas) 
ر ra r Er 
ز zai z Zet 
س sin s Es 
ش syin sy esdan ye 
ص sad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض dad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ta ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ za ẓ zet (dengan titk di bawah)  
ع „ain „ Apostrop terbalik 
ix 
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غ gain g Ge 
ؼ fa f Ef 
ؽ qaf q Qi 
ؾ kaf k Ka 
ؿ lam l El 
ـ mim m Em 
ف nun n En 
ك wau w We 
ق ha h Ha 
ء hamzah , Apostop 
ي ya y Ye 
Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vocalnya tanpa diberi tanda 
apapun. Jikai aterletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
(ء). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal 
tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
ﹷ Fathah a A 
ﹻ Kasrah i I 
ﹹ Dammah u U 
x 
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
يﹷ 
 
Fathah dan ya 
 
Ai 
 
a dan i 
 
وﹷ 
 
Fathah dan wau 
 
Au 
 
a dan u 
 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 
 
Harkat dan 
Huruf 
 
Nama 
 
Huruf dan 
Tanda 
 
Nama 
 
يﹷ Fathah dan 
alifatauya 
ā 
a dan garis di 
atas 
يﹻ Kasrah dan ya i i dan garis di 
atas 
يﹹ Dammah dan 
wau 
ū 
u dan garis di 
atas 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 
atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya 
adalah [t]. Sedangkan tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
ta marbutah  itu transliterasinya dengan [h]. 
xi 
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5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydidyang dalam system tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan 
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberitanda syaddah. 
Jika huruf ي ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (ﹻ), makaia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا 
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika iadi ikuti oleh huruf syamsiah 
Maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 
langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 
mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menja diapostrop („) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata.Namun, bila hamzah 
terletak di awal kata, iatidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab 
iaberupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kat , istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak 
lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an 
(dari al-Qur‟an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata 
xii 
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tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 
ditransliterasi secarautuh. 
9. Lafz al-Jalalah (الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mudafilaih (frase nominal), ditransliterasi 
tanpa huruf hamzah. 
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-
ljalalah, ditransliterasi denganhuruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 
huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal 
nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 
kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang 
ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama dirit ersebut, bukan 
huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf 
A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan 
yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika iaditulis dalam teks maupun 
dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). 
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ABSTRAK 
NAMA : RISWAN 
NIM : 10100113012 
JUDUL SKRIPSI : STUDI KOMPARASI ANTARA CERAI TALAK DAN 
CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA TAKALAR 
KELAS II (STUDI KASUS TAHUN 2016) 
Skripsi ini membahas tentang Studi Komparasi Antara Cerai Talak dan 
Cerai Gugat Di Pengdilan Agama Takalar kelas II (Studi Kasus Tahun 2016), 
tidak dapat pungkiri bahwa dalam kehidupan masyarakat di Indonesia terkhusus 
di kabupaten takalar, perceraian merupakan salah satu kasus yang marak di 
kalangan masyarakat begitu pula dengan kasus ceria talak dan cerai gugat 
dimana dilaporan tahunan tentang perkara cerai talak dan cerai gugat tahun 2016. 
Angka cerai gugat lebih tunggi dari pada angka cerai talak. Oleh sebab itu maka 
perlu ditelusuri tentang Studi Komparasi Antara cerai talak dan cerai gugat di 
pengadilan agama takalar kelas II (Studi Kasus Tahun 2016). 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu 
penelitian yang dilakukan langsung terjun ke lapangan guna memperoleh data 
yang lengkap dan valid mengenai Studi Komparasi Tentang Cerai talak dan 
Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Takalar Kelas II (Sudi Kasus Tahun 2016) . 
Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis, pendekatan 
syar‟i dan pendekatan sosiologis yakni melihat atau memandang suatu hal yang 
ada dari aspek atau segi hukumnya terutama peraturan perundang-undangan, 
syariat Islam Al-Qur‟an dan hadis yang relevan dengan masalah yang dibahas, 
xiv 
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dan pendekatan terhadap sesuatu yang ada dan terjadi dalam kehidupan 
bermasyarakat yang mempunyai akibat hukum. 
Teknik pengumpulan datanya adalah interview dan Dokumentasi. 
Interview ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara 
mewawancarai para informan, wawancara dilakukan dengan hakim, panitera. 
Kemudian Dokumentasi merupakan pengumpulan data dari dokumen-dokumen 
penting yang berkaitan dengan ceria talak dan cerai gugat, seperti buku laporan 
tahunan perkara cerai talak dan cerai gugat tahun 2016. 
Namun setelah diadakan penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa 
cerai talak dan cerai gugat  mempunyai hubungan dan pengaruh yang sangat 
besar terhadap jumlah perkara di Pengadilan Agama Kelas II Takalar, hal 
tersebut dapat dilihat dari hasil laporan tahunan perkara yang diterima tahun 
2016, sebanyak 176 perkara, 40 perkara cerai talak dan 136 dan yang putus 
sebanyak 170 perkara dan 6 perkara dicabut oleh penggugat.. 
Untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya cerai talak dan cerai 
gugat, diharapkan kepada semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat 
termasuk lembaga-lembaga sosial keagamaan. Untuk senantiasa berperan aktif 
dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan 
pentingnya sebuah kesiapan/kemampuan sebelum memasuki jenjang pernikahan 
yakni mampu secara fisik, mental maupun materi. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, 
tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang 
harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya 
ketenangan, kenyamanan bagi suami istri serta anggota keluarga. 
Islam dengan segala kesempurnanya memandang perkawinan adalah 
suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, dan Islam memandang 
perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia, serta merupakan ikatan tali 
suci atau merupakan perjanjian  suci antara  laki- laki dan perempuan. 
Disamping itu perkawinan adalah merupakan sarana yang terbaik untuk 
mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dan diharapkan untuk dapat 
melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini, 
yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil dari kehidupan 
dalam masyarakat.
1
 
Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tak lepas dari 
kondisi lingkungan dan budaya dalam membina dan mempertahankan jalinan 
hubungan antar keluarga suami istri. 
Di era sekarang ini, semakin banyak  persoalan-persoalan baru yang 
melanda rumah tangga, serta banyak pula tantangan yang dihadapi  
sehingga 
                                                          
1
Djamal  Latief  ,  Aneka  Hukum  Peceraian di Indonesia, Jakarta  : Ghalia 
Indonesia, 1982, hal. 12 
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dapat menimbulkan keretakan dalam rumah tangga yang berujung pada 
perceraian. 
Perceraian pada hakekatnya adalah  suatu  proses  dimana hubungan 
suami istri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai 
definisi perceraian undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, 
melainkan hanya menetukan bahwa  perceraian hanyalah satu sebab dari 
putusnya perkawinan, di samping sebab lain yakni kematian dan putusan 
pengadilan. 
Soebakti SH mendefinisikan perceraian adalah: 
“Perceraian ialah penghapusan perkawinan karena  keputusan hakim atau 
tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan”.2 
Perceraian dalam hukum Islam adalah sesuatu perbuatan halal yang 
mempunyai prinsip di larang oleh Allah swt dan merupakan alternatif terakhir 
(pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami istri  bila  ikatan  perkawinan  (rumah  
tangga)  tidak  dapat    dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. 
Dengan berlakunya UU RI Nomor 1 tahun 1974 dan Perkawinan, dimana 
peraturan itu juga dijadikan sebagai hukum positif  di Indonesia, maka terhadap 
perceraian diberikan pembatasan yang ketat dan tegas baik mengenai syarat-
syarat untuk bercerai maupun tata cara mengajukan perceraian, Hal ini 
dijelaskan dengan ketentuan pasal 39 UU RI No 1 Tahun 1974 yaitu: 
1. “Perceraian hanya dapat  dilakukan  didepan  sidang  pengadilan  setelah 
pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak 
.” 
2. “Untuk melakukan perceraian harus  cukup  alasan  bahwa  antara  suami 
isteri tidak  akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.” 
3. “Tata cara di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan sendiri.” 
                                                          
2
 Soebekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet XXX1,    Jakarta: PT Intermasa, 2003, hal. 42 
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Ketentuan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yaitu : 
“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama 
setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil 
mendamaikan kedua belah pihak.”3 
Jadi dari ketentuan diatas jelaslah bahwa, undang-undang perkawinan 
pada prinsipnya memperketat terjadinya perceraian, dimana menentukan 
perceraian hanya dapat dilaksanakan dihadapan sidang pengadilan, juga harus 
disertai alasan-alasan tertentu untuk melakukan perceraian. Putusnya perkawinan 
itu dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian maka dari 
berbagi peraturan tersebut dapat diketahui ada dua macam perceraian yaitu cerai 
gugat dan cerai talak. 
Cerai Talak hanya berlaku bagi mereka yang beragama Islam dan 
diajukan oleh pihak suami, Cerai Talak adalah istilah yang khusus digunakan 
dilingkungan Peradilan Agama untuk membedakan para pihak yang mengajukan 
cerai. Dalam perkara talak pihak yang mengajukan adalah suami sedangkan cerai 
gugat pihak yang  mengajukan  adalah  istri. Sebagaimana disebutkan dalam 
Kompilasi Hukum Islam pasal 114 bahwa: 
“Putusnya perkawinan yang  disebabkan  karena  perceraian  dapat 
terjadi karena talak ataupun berdasarkan gugatan perceraian.”4 
Sehubungan dengan latar belakang tersebut penulis berkeinginan untuk 
melakukan penelitian mengenai cerai gugat dan cerai talak di pengadilan Agama 
Takalar, dimana akhir-akhir ini banyak sekali kasus perceraian. 
Perkara cerai talak dan cerai gugat yang diterima dan yang diputus oleh 
Pengadilan Agama Takalar, menurut data awal peneliti menunjukkan  bahwa 
                                                          
3 TIM Redaksi Fokusmedia, Kompilasi Hukum Islam. Bandung, Fokusmedia, 2005,   hal. 
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4 TIM Redaksi Fokusmedia, Kompilasi Hukum Islam , hal. 38 
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cerai gugat merupakan perkara yang paling dominan. 
Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis mencoba  untuk  meninjau 
lebih jauh melalui penulisan skripsi dengan Judul “STUDI KOMPARASI ANTARA 
CERAI TALAK DAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA  KELAS II TAKALAR 
(STUDI KASUS TAHUN 2016)”. 
 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pembahasan 
skripsi ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan yakni: 
“studi komparasi antara cerai talak dan cerai gugat dipengadilan Agama  
Kelas II Takalar (Studi Kasus Tahun 2016)” 
1. studi komparasi 
Dalam kamus besar bahasa Indonesia studi adalah penelitian ilmiah; kajian; 
telaahan. sedangkan komparasi merupakan perbandingan. jadi studi 
komparasi adalah kajian perbandingan. 
2. cerai talak 
Putusnya perkawinan karena perceraian yang diajukan pihak suami dengan 
ikrar talak suami dihadapan Pengadilan Agama. 
3. cerai gugat 
Cerai gugat adalah pemecahan perkawinan atau perceraian yang diajukan 
oleh pihak istri 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian lSatar belakang di atas, maka penulis merumuskan 
pokok permasalahan Bagaimana Studi Komparasi Antara Cerai Talak Dan Cerai 
Gugat Di Pengadilan Agama Takalar Kelas II (Studi Kasus Tahun 2016). Dari 
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rumusan masalah pokok tersebut, maka penulis mengangkat sub masalah, yaitu: 
1. BagaiamanaPerbandingan penyelesaian perkara Cerai Talak dan Cerai 
Gugat di Pengadilan Agama Takalar? 
2. Bagaimana Perbandingan pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam 
memutus perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama 
Takalar? 
 
D. Kajian Pustaka 
Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap literature-literatur yang 
berkaitan dengan objek kajian penelitian ini, yang diperoleh dari beberapa hasil 
penelitian maupun buku-buku yang berkaitan dengan dampak pernikahan di 
bawah umur terhadap perceraian diantaranya: 
Amiur Nuruddin dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis 
Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU RI No.1/1974 sampai KHI. Secara 
khusus mengkritik hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan termasuk 
mengenai batasan umur laik nikah bagi calon pengantin, dengan memberikan 
perbandingan batasan usia nikah yang diterapkan di negara lain. 
Dalam buku Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah seri 
Psikologi, yang disusun oleh tim dari Departemen Agama RI, mengisyaratkan 
adanya kesiapan secara psikologi/psikis bagi seseorang terutama bagi remaja 
usia nikah sebelum melangkah kejenjang perkawinan. Selain itu dalam buku 
Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah seri Kesehatan disusun oleh 
tim dari Departemen Agama RI mengamanatkan perlunya memahami masalah 
kesehatan terutama yang berkenaan dengan kesehatan reproduksi/biologis, 
semunya itu dimaksudkan untuk memberi bekal bagi calon pengantin supaya 
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perkawinannya kelak dapat mencapai predikat bahagia, mawaddah, dan rahmah 
sehingga tingkat perceraian sedapat mungkin diminimalisir. 
Abd. Rahman Ghazaly dalam Fiqh Munakahat memberikan penjelasan 
mengenai dasar-dasar umum tentang perkawinan dan juga beberapa penjelasan 
berkaitan dengan hal putusnya perkawinan (Perceraian). 
M.A Tihami dalam bukunya Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap 
yang didalamnya menjelaskan tentang perkawinan, talak, dan akibat putusnya 
perkawinan yang berkaitan dengan penelitian karya tulis ini.  
 
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan 
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a) Untuk mengetahui Bagaimana perbandingan penyelesaian perkara 
Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Takalar. 
b) Untuk mengetahui Bagaiamana perbandingan pertimbangan dan 
dasar hukum hakim dalam memutus perkara Cerai Talak dan Cerai 
Gugat di Pengadilan Agama Takalar. 
2. Manfaat Penelitian 
 
a) Manfaat Teoritis 
Diharapakan dari penulisan skripsi ini dapat menambah konstribusi 
pengetahuan tentang cerai gugat dan cerai talak dan dapat dijadikan 
sebagai kontribusi ilmiah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan 
khususnya khazanah ilmu hukum pada umumnya. 
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b) Manfaat Praktis 
Sebagai bahan pertimbangan dalam upaya pemecahan masalah yang 
dihadapi oleh Pengadilan Agama dalam menyelesaikan kasus Cerai 
Gugat dan Cerai Talak. 
 
c) Bagi Akademik 
Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk 
pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum,  sehingga 
dapat di jadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan 
1. Pengertian Perkawinan 
 Dalam bahasa Indonesia, Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang 
menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan 
shubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, 
berasal dari kata “nikah” (حاكن) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, 
saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata “nikah” 
sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad 
nikah.
5
 
 Menurut syarak, perkawinan adalah akad serah terima antara pria dan 
wanita dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk 
membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang 
sejahtera.
6
 
 Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan yang dimaksud 
perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitzaqan 
ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan 
ibadah.
7
                                                          
5
Abdul Rahman Ghazaly,  Fiqh Munakahat, Edisi I (Cet. I; Bogor: Kencana Prenada 
Media Group, 2003), h. 7. 
 6M.A Tihami,  Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap (Cet. IV; Jakarta: Rajawali 
Pers, 2014), h. 8.  
7
Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (Cet. I; Jakarta: Gama Press, 2010), h. 3.   
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 Menurut Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan 
dijelaskan bahwa perkawinan adalah Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara 
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa.
8
 
 Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah 
suatu perjanjian suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara 
seorang pria dengan seorang wanita yang membentuk keluarga yang kekal, penuh 
kasih sayang, tentram dan bahagia.
9
 
2. Hukum Perkawinan 
Para fukaha membagi hukum perkawinan ke dalam lima bagian, yaitu: 
wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah, yang kesemuanya tergantung pada 
kondisi pribadi seseorang.
10
 Adapun uraiannya sebagai berikut:  
a. Wajib 
Wajib hukumnya menikah apabila seseorang telah mampu menikah 
baik dari segi fisik, mental dan materi dan dikhawatirkan terjebak dalam 
perbuatan zina bila tidak menikah. Dengan asumsi bahwa menjauhkan diri dari 
yang haram adalah hukumnya wajib. Menurut Imam Al-Qurtubi, mengatakan 
bahwa “seorang bujangan yang mampu menikah dan takut akan diri dan 
agamanya menjadi rusak, sedangkan tidak ada jalan menyelamatkan diri 
                                                          
8
Republik Indonesia, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Cet. I; 
Jakarta: Gama Press, 2010), h. 2.   
9
Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan 
Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, Edisi I (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group, 2004), h. 40. 
 
10
 M. Ali hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam (Cet. I; Jakarta: Siraja 
Prenada Media Group, 2003), h. 7-10.  
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kecuali menikah, maka tidak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya nikah 
bagi dirinya.  
b. Sunnah  
          Sunnah hukumnya menikah bagi seseorang yang cukup mampu dari segi 
fisik, mental, dan materi apabila ia masih dapat menahan dirinya untuk berbuat 
zina. 
c. Mubah 
Mubah sebagai Asal mula hukum nikah, dalam hal ini dibolehkan bagi 
seorang pria yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera 
menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan nikah. 
d. Makruh 
 Makruh hukumnya menikah apabila dilakukan oleh seseorang yang 
tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, baik nafkah lahir (Sandang, 
pangan dan papan) maupun nafkah batin (hubungan seksual), meskipun hal 
tersebut tidak merugikan istri karena ia kaya raya dan tidak mempunyai 
keinginan syahwat yang kuat. 
e. Haram 
Haram menikah apabila seseorang meyakini dirinya tidak mampu 
memenuhi nafkah (lahir dan batin) kepada istrinya, sementara nafsunya tidak 
terlalu mendesak, sehingga hanya menyakiti istrinya baik dari segi fisik 
maupun psikis. 
 
3. Dasar Hukum Perkawinan 
a. Dasar hukum tentang perkawinan dijelaskan beberapa ayat dalam al-quran 
salah satu diantaranya ialah Qs. An-Nuur/24 : 32. 
11 
 
 
 
  
   
   
   
     
    11   
Terjemahnya: 
Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan 
orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang 
lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka 
miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan 
Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. 
 
 Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa Islam memerintahkan untuk 
memudahkan jalan pernikahan agar kehidupan ini berjalan pada normalnya. 
Dan juga Islam memerintahkan supaya menghilangkan semua hambatannya 
dari berbagai segi, termasuk kewangan yang menjadi hambatan yang paling 
utama dalam membentuk rumahtangga. Maka dari itu Allah memperingatkan 
untuk tidak boleh berpaling dari pernikahan bagi orang miskin. Kerana rezeki 
di bawah kekuasaan Allah, walaupun ia memilih untuk menahan diri. Maka 
dari itu, semua umat harus membantu mereka dalam proses pernikahannya 
dan juga membantu dalam menyediakan lapangan pekerjaan agar mereka 
tetap menjadi satu anggota kemasyarakatan yang tidak lumpuh. 
b. Dasar hukum tentang perkawinan dijelaskan dalam beberapa hadis 
yang salah satu diantaranya ialah hadis dari Ibnu Mas‟ud 
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Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya,  h. 354. 
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 َّكَزَػتَيْلَػف َةَءاَبْلا ُمُكْنِم َعَاطَتْسا ِنَم ِباَبَّشلا َرَشْعَم َاي :ص ِللها ُؿْوُسَر َؿَاق :َؿَاق ٍدْوُعْسَم ِنْبا ِنَع ُوَََِّّاف  ْج
(.ٌءاَجِك ُوَل ُوَََِّّاف ِـْوَّصلِاب ِوْيَلَعَػف ْعِطَتْسَي َْلَ ْنَم َك .ِْجرَفِْلل ُنَصْحَا َك ِرَصَبِْلل ُّضََغا  َر)ِءاَسَّنلا ُهاَك 
12    
Terjemahnya: 
Dari Ibnu Mas‟ud, ia berkata: Rasulullah SAW  bersabda, “Hai 
para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu 
menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih 
dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. 
Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, 
karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”. (HR. 
Nasai). 
 
 Dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa barang siapa yang sudah mampu 
untuk menikah maka diperintahkan untuk menikah karena dapat menundukkan 
pandangan dan Islam tidak memaksakan bagi yang belum mampu namun 
dinajurkan bagi mereka untuk berpuasa agar terhindar dari hal yang dianjurkan 
dalam Islam. 
4. Tujuan, Fungsi dan Asas -Asas Perkawinan. 
a. Tujuan Perkawinan 
Banyak ulama yang memberikan deskripsi secara eksplisit mengenai 
tujuan perkawinan tersebut. Para ulama tersebut memberikan argumentasinya 
dalam versi yang berbeda-beda, tergantung dari sudut mana mereka 
memandang perkawinan tersebut.
13
 
Menurut Abdul muhamin As‟ad bahwa tujuan perkawinan adalah 
menuruti perintah Allah dan mengharapkan ridha-nya dan sunnah Rasul, demi 
memperoleh keturunan yang sah dan terpuji dalam Masyarakat, dengan 
membina rumah tanga yang bahagia dan sejahtera serta penuh cinta di antara 
suami istri tersebut. 
                                                          
 12Zainuddin Al-Iraqi, Tharhu Al-Tatsrib Fi Syarh Al-Taqrib ( No. 3155) ,  h.341. 
13
Sabri Samin,  Fikih II (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2010), h. 27. 
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Sedangkan menurut Abdurrahman I Doi, bahwah Allah telah 
menciptakan pria dan prempuan, sehingga menghasilkan keturunan seta hidup 
dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT. Dan petunjuk Rasulullah 
SAW. 
Soemijati, S.H memberikan penjelasan mengenai tujuan perkawinan 
yaitu untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara 
pria dan wanita dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia 
dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah 
dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur 
oleh syariah.
14
   
Adapun tujuan perkawinan menurut Undang-undang RI No.1 tahun 
1974 tentang perkawinan sebagaimana yang tertera pada pasal (1) adalah untuk 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 
(3) disebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah 
tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dalam hal ini yang dimaksud 
dengan “mewujudkan kehidupan rumah tangga” sebagaimana yang disebutkan 
dalam Kompilasi Hukum Islam adalah hendaknya perkawinan itu berlangsung 
seumur hidup dan tidak boleh diakhiri begitu saja. Karena masalah perkawinan 
bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis saja tetapi lebih dari 
itu perkawinan merupakan ikatan lahiriah dan batiniah bagi suami istri. Dengan 
demikian, tujuan perkawinan selain untuk membentuk keluarga yang bahagia 
juga membentuk keluarga yang kekal, ini berarti bahwa perkawinan berlaku 
untuk seumur hidup atau untuk selama-lamanya. Karena itu diharapkan agar 
pemutusan ikatan perkawinan antara suami dan istri tidak terjadi, kecuali 
                                                          
 14Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang 
No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 27.  
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karena disebabkan oleh kematian salah satu pihak. Pemutusan ikatan 
perkawinan dengan jalan perceraian merupakan jalan terakhir atau solusi 
alternatif yang ditempuh setelah usaha-usaha lain termasuk penasehatan dan 
mediasi kepada kedua belah pihak (suami-istri) benar-benar tidak dapat 
memberikan pemecahan atau jalan keluar terhadap permasalahan yang 
dihadapi. 
Secara fisiologis tujuan perkawinan yaitu sebuah keluarga harus dapat 
menjadi : 
1. Tempat semua anggota keluarga mendapatkan sarana berteduh 
yang baik dan nyaman. 
2. Tempat semua anggota keluarga mendapatkan konsumsi makan-
minum pakaian yang memadai. 
3. Tempat suami-istri dapat memenuhi kebutuhan biologisnya. 
Secara sosiologis tujuan perkawinan yaitu bahwah sebuah keluarga 
harus dapat menjadi : 
1. Lingkungan pertama dan terbaik bagi segenap anggota keluarga. 
2. Unit sosial terkecil yang menjembatangi interaksi positif antara 
individu anggota keluarga dengan masyarakat sebagai unit social 
yang lebih besar 
b. Fungsi Perkawinan 
Adapun fungsi perkawinan adalah sebagai berikut:  
1) Sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis yang halal. 
2) Sebagai sarana untuk mendapatkan keturunan yang sah. 
3) Sebagai sarana menggapai kedamaian dan ketenteraman jiwa. 
c. Asas - Asas Perkawinan 
15 
 
 
 
Perkawinan adalah merupakan suatu asas pokok kehidupan yang paling 
utama dalam kehidupan masyarakat yang sempurna, dengan demikian perlu 
ada asas atau prinsip dalam perkawinan; dalam hal ini Amiur Nuruddin dan 
Azhar Akmal Tharigan, mengemukakan bahwa apabila disederhanakan asas-
asas perkawinan itu ada enam,
15
 yaitu: 
1) Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia 
dan kekal. 
2) Sahnya perkawinan tergantung pada ketentuan hukum Agama dan 
kepercayaan masing-masing. 
3) Asas monogami. 
4) Calon suami dan calon istri harus telah masak jiwa raganya. 
5) Mempersulit terjadinya perceraian. 
6) Hak dan kedudukan suami istri seimbang. 
Secara garis besar dalam perundang-undangan, asas-asas dalam 
perkawinan antara lain:
16
 
1) Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. 
2) Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan 
kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan dan harus 
dicatat oleh petugas yang berwenang. 
3) Asas monogami terbuka. 
4) Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya. 
5) Asas mempersulit terjadinya perceraian. 
6)  Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. 
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 16Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 
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7) Asas pencatatan perkawinan. 
Sedangkan menurut penulis, setelah memahami konteks Peraturan 
perundang-undangan perkawinan dan beberapa ayat yang berkaitan dengan 
perkawinan, penulis berasumsi bahwa pada dasarnya asas-asas perkawinan ada 
lima yaitu: 
1) Asas legalitas pada hakekatnya setiap perkawinan harus mendapatkan 
legitimasi atau legalitas hukum baik yang berkenaan dengan hukum 
Agama (syariat Islam) maupun yang berkenaan dengan hukum Negara 
(Peraturan Perundang-undangan), hal ini dimaksudkan untuk 
memberikan kepastian hukum sebagai jaminan terhadap hak-hak dan 
kewajiban bagi suami istri dan hak-hak dan kewajiban anak-anak yang 
terlahir dari sebuah perkawinan yang sah. Selanjutnya perkawinan baru 
dianggap sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing 
Agama/kepercayaan dan dicatat menurut perundang-undangan yang 
berlaku. 
2) Asas sukarela pada prinsipnya perkawinan itu harus ada persetujuan 
secara sukarela bagi pihak pihak yang hendak melangsungkan 
perkawinan termasuk calon mempelai pria, calon mempelai wanita, dan 
walinya sehingga tidak boleh salah satu pihak dipaksa atau merasa 
terpaksa untuk melakukan perkawinan. untuk menghindari terjadinya 
kawin paksa maka dalam Undang-Undang perkawinan pasal 6 ayat (1) 
mengisyaratkan adanya persetujuan calon mempelai, yang dibuktikan 
dengan surat persetujuan mempelai (model N3). Oleh karena itu, itu 
calon mempelai berhak untuk tidak menandatangani surat persetujuan 
mempelai (model N3) apabila tidak menyetujui perkawinan tersebut. 
Berkaitan dengan hal tersebut penulis berpendapat bahwa pada 
17 
 
 
 
dasarnya perkawinan itu tidak mengenal adanya istilah wali mujbir atau 
wali nikah yang mempunyai hak paksa untuk menikahkan anak 
gadisnya dengan seorang pria dalam batas-batas yang wajar. 
3) Asas kematangan dalam perkawinan tidak semua yang dilalui adalah 
sesuatu yang indah atau sesuatu yang membahagiakan, namun 
terkadang diperhadapkan pada berbagai macam problema atau 
persoalan yang sewaktu-waktu dapat mengancam keutuhan rumah 
tangga, maka dengan demikian kematangan calon mempelai sangat 
diperlukan, hal ini dimaksudkan bahwa calon suami isteri harus matang 
jasmani dan rohaninya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat 
mencapai tujuan dari sebuah perkawinan dan mendapatkan keturunan 
yang baik dan sehat. Oleh karena itu, itu dalam Undang-Undang 
Perkawinan ditentukan batas minimal usia untuk kawin yaitu 19 tahun 
bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Bahkan dianjurkan menikah pada 
usia 25 tahun bagi pria dan 20 tahun bagi wanita.
17
 
4) Asas kesetaraan antara suami dan istri memiliki kedudukan yang sama 
dalam kehidupan rumah tangga, suami sebagai kepala rumah tangga 
dan istri sebagai ibu rumah tangga sehingga tidak boleh satu pihak 
merasa menguasai sehingga pihak lain merasa tertekan atau merasa 
diperlakukan secara tidak baik.  
 
 
5. Rukun dan Syarat Perkawinan 
1. Rukun Perkawinan 
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Rukun adalah unsur pokok yang harus ada dan menentukan sah atau 
tidaknya suatu perbuatan hukum.
18
  
Adapun yang menjadi rukun perkawinan adalah: 
a. Calon mempelai pria dan wanita. 
b. Wali dari calon mempelai wanita. 
c. Dua orang saksi (pria). 
d. Ijab dari wali calon mempelai wanita atau wakilnya. 
e. Qabul dari calon mempelai pria dan wakilnya. 
2. Syarat Perkawinan  
Syarat ialah unsur penting yang termasuk dalam rangkaian perbuatan 
hukum, adapun syarat perkawinan dapat dibagi kedalam dua kelompok yaitu; 
a. Syarat menurut syariah 
1) Syarat calon pengantin pria adalah: Beragama Islam, pria, tidak dipaksa, 
tidak beristri lebih dari empat orang, bukan mahram calon istri, tidak 
mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri, mengetahui calon 
istri tidak haram dinikahinya dan tidak sedang dalam ihram haji atau 
umrah atau tidak terdapat halangan perkawinan. 
2) Syarat calon pengantin wanita adalah: Beragama Islam, wanita, tidak 
dipaksa, telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya, 
tidakbersuami dan tidak dalam iddah, bukan mahram calon suami, tidak 
sedang dalam ihram haji atau umrah atau tidak terdapat halangan 
perkawinan. 
3) Syarat wali yaitu: Beragama Islam, pria, baligh, berakal, tidak dipaksa, 
adil (bukan fasik), tidak sedang ihram haji atau umrah, mempunyai hak 
perwalian dan tidak terdapat halangan perwaliannya. 
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4) Syarat saksi yaitu : beragama Islam, pria, baligh, berakal, adil, mendengar 
(tidak tuli), melihat (tidak buta), bisa bercakap-cakap (tidak bisu), tidak 
pelupa, menjaga harga diri (menjaga muru‟ah), mengerti maksud ijab-
qabul, tidak merangkap jadi wali. 
5) Syarat ijab-qabul yaitu: adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya 
pernyataan penerimaan dari calon mempelai, antara ijab dan qabul 
bersambung dan jelas maksudnya, orang yang terkait dengan ijab dan 
qabul tidak sedang ihram atau umrah. 
Selain itu, Mahar juga termasuk dalam syarat  sah perkawinan dan 
merupakan suatu kewajiban, namun dalam penentuannya tetaplah harus 
mempertimbangkan asas kesederhanaan, kemudahan dan kemampuan. 
Maksudnya adalah bentuk dan harga mahar tidak boleh memberatkan calon 
suami.
19
 
b. Syarat menurut perundang-undangan 
Perkawinan harus didasarkan dengan persetujuan kedua calon 
mempelai, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang RI Nomor 1  
tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 6 yang berbunyi:
20
 
1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 
2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 
21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. 
3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau 
dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin 
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dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih 
hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. 
4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan 
tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari 
wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan 
darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan 
dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. 
5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut 
dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara 
mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah 
hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas 
permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu 
mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3),(4) pasal ini. 
Usia calon pengantin minimal 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi 
wanita. Dalam hal ini Undang-Undang RI No.1. tahun 1974 tentang 
Perkawinan pada pasal 7 menyebutkan:
21
 
1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 
(Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam 
belas) tahun.  
2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta 
dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua 
orang tua pihak pria maupun pihak wanita. 
3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang 
tua tersebut dalam pasal 6 ayat 3 dan 4 Undang-Undang ini, berlaku juga 
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dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak 
mengurangi yang dimaksud dalam pasal (6) ayat (6). 
Dalam KUHPerdata pria yang belum mencapai umur 18 tahun dan 
wanita belum mencapai umur 15 tahun tidak diperbolehkan untuk kawin.  
Walaupun terjadi perbedaan umur perkawinan, namun untuk mencegah 
terjadinya perkawinan anak-anak agar kedua pihak yang akan menjadi suami 
istri benar-benar harus telah masak jiwa raganya dalam membentuk keluarga 
yang bahagia dan kekal sehingga tidak mempermudah terjadinya perceraian. 
 
6. Hikmah Perkawinan 
Perkawinan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia didunia 
ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain juga menjadi penyalur nafsu 
birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan syetan yang 
menjerumuskan. Perkawinan juga berfungsi untuk mengatur hubungan pria dan 
wanita berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan 
penghormatan muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas didalam 
rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan 
suasana yang menyenangkan. Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya 
dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.
22
 
Adapun hikmah yang lain dalam pernikahannya itu yaitu : 
1) Mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan menciptakan 
berketurunan. 
2) Mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan 
mampu mengekang syahwat serta menahan pandangan dari sesuatu yang 
diharamkan. 
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3) Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa suami istri dengan saling 
memberikan kasih sayang. 
4) Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat 
kewanitaan yang diciptakan. 
 
7. Batasan Usia Laik Nikah 
Manusia adalah makluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa adanya orang 
lain, dan pada usia tertentu manusia membutuhkan rasa cinta dan kasih sayang 
dari lawan jenisnya sendiri, Oleh karena itu, Allah mensyariatkan perkawinan 
agar dapat saling menyatu dan saling melengkapi antara satu dengan yang 
lainnya. untuk mencapai keharmonisan dalam rumah tangga, dibutuhkan 
kedewasaan dalam berpikir maupun kedewasaan dalam bertindak, dengan 
demikian faktor usia adalah suatu hal yang patut dipertimbangkan sebelum 
menikah, berikut ini adalah batasan-batasan usia laik nikah, yaitu: 
a. Usia minimal menikah. 
Secara fisiologis, pada usia puberitas yaitu usia 11 tahun sampai 15 
tahun bagi wanita dan usia 12 tahun sampai 16 tahun bagi pria terjadi proses 
pematangan alat-alat reproduksi seksual.
23
 Usia puberitas ini ditandai dengan 
terjadinya mimpi basah bagi pria dan datangnya haid bagi wanita. Hal ini juga 
mengindikasikan bahwa alat reproduksi seksual sudah dapat menjalankan 
fungsinya dengan baik. Apabila dikaitkan dengan makna nikah yang berarti 
setubuh, maka pada akhir usia puberitas, seseorang sudah bisa melangsungkan 
perkawinan. 
Dalam konteks fikih, usia minimal nikah tidak dibatasi, sehingga 
seseorang sudah bisa menikah pada usia berapapun, apabila telah dianggap 
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cakap untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga.
24
 Dalam 
hal ini, Jumhur ulama sebagaimana yang dikutip oleh Syamsul Anwar 
mengemukakan bahwa kecakapan seseorang dimulai dengan adanya tanda-
tanda fisik yaitu ihtilam (mimpi basah) bagi pria dan haid bagi wanita. Namun 
apabila tanda-tanda itu tidak muncul pada saatnya maka kedewasaan ditandai 
dengan umur yaitu umur 15 tahun. Undang-Undang Perkawinan membatasi 
usia minimal untuk melakukan perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 
tahun bagi wanita. Dalam hal salah satu atau kedua calon mempelai belum 
mencapai umur minimal sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang 
RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pihak yang berkepentingan 
dapat meminta dispensasi kepada pengadilan. Walaupun demikian, calon 
pengantin yang belum mencapai umur 21 Tahun masih diperlukan izin dari 
orang tua untuk menikahkannya.
25
 Dalam hal ini bahwa mereka yang berusia 
diatas 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, dianggap bukan anak-anak 
lagi tetapi juga belum bisa dianggap dewasa penuh sehingga masih 
membutuhkan izin dari orang tuanya untuk mengawinkannya. Usia antara 
16/19 tahun sampai usia 21 tahun inilah yang disebut usia remaja dalam ilmu-
ilmu sosial. Adanya batasan mengenai usia nikah dimaksudkan bahwa 
seseorang yang ingin menikah minimal harus matang secara fisik termasuk 
organ reproduksi seksualnya. Hanya saja pasangan yang menikah pada usia ini 
dianggap belum matang secara psikologis, sehingga masih rentan dengan 
berbagai konflik dalam keluarga yang dapat mengancam keutuhan rumah 
tangga. Menurut Ahmad Abdullah sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf 
Alqardhawi menyatakan bahwa usia di bawah 20 (dua puluh) tahun adalah 
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masa-masa yang penuh dengan kecemasan dan keraguan. Menurutnya, secara 
umum perasaan bingung dan tidak menentu, bercampur aduknya antara 
perasaan sedih dan senang, serta merasa tidak mampu menghadapi kehidupan, 
merupakan ciri-ciri yang biasa terdapat dalam diri seseorang ketika memasuki 
masa puber.
26
 
b. Usia matang untuk menikah 
Salah satu upaya untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan 
sejahtera adalah melangsungkan perkawinan pada usia ya2ng cukup matang 
baik dari segi fisiologis, psikologis maupun dari segi sosiologis. Adapun 
batasan-batasan usia matang dalam perkawinan adalah sebagai berikut: 
1) Usia matang secara fisiologis. 
Menurut Walgito, usia 16 tahun bagi wanita dan usia 19 tahun bagi pria 
merupakan usia matang secara fisiologis. Pada usia ini organ-organ tubuh 
sudah dapat berfungsi dengan baik termasuk organ reproduksi seksual. Jadi 
apabila seseorang menikah pada usia ini maka organ-organ seksualnya sudah 
siap untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, termasuk hamil dan melahirkan. 
Secara psikologis seseorang yang menikah pada usia ini akan mengalami 
kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan rumah tangganya. Hal 
tersebut disebabkan oleh insting atau keinginan untuk mencapai sesuatu sangat 
kuat, sehingga mentalitasnya cenderung menyimpang hingga membawanya 
larut dalam perbuatan yang tidak bermoral sehingga penting untuk 
mengendalikan diri.
27
 
2) Usia matang secara psikologis 
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Ditinjau dari segi psikologi, perkawinan merupakan suatu proses 
penyesuaian diri antara dua orang yang berbeda jenis kelamin yang hidup 
dalam suatu ikatan perkawinan. Dalam proses penyesuaian diri ini diperlukan 
adanya kesiapan/kesediaan kedua belah pihak untuk saling memahami dalam 
berbagai hal, Oleh karena itu, itu kematangan psikologi dalam perkawinan 
sangat dibutuhkan. Kematangan psikologis atau kematangan emosi pada 
umumnya dapat dicapai pada umur 21 tahun. Usia 18-21 tahun merupakan 
masa remaja akhir. Pada usia ini seseorang sudah dianggap dewasa dan 
selanjutnya dianggap sudah mempunyai tanggung jawab terhadap perkataan-
perkataannya, mendapatkan hak-hak sebagai orang dewasa dan sebagainya.
28
 
Walgito menyatakan bahwa kematangan emosi dan pikiran akan saling 
berkaitan. Bila seseorang telah matang emosinya, telah dapat mengendalikan 
emosinya, maka individu akan dapat berpikir secara matang dan berpikir secara 
obyektif, sehingga individu yang sudah mempunyai kematangan emosi yang 
baik akan dapat menjalani perkawinannya dengan baik pula. Usia 21 (dua 
puluh satu) tahun adalah usia layak untuk menikah, pada usia ini seseoran g 
yang ingin menikah tidak perlu lagi mendapatkan izin nikah dari kedua orang 
tuanya, karena sudah dianggap mampu/cakap dalam bertindak.
29
 
3) Usia matang secara sosiologis 
Kematangan sosial, khususnya sosial-ekonomi diperlukan dalam 
perkawinan. Hal ini merupakan penyangga dalam pemutar roda keluarga 
sebagai akibat perkawinan. Pada umur yang masih muda, pada umumnya 
belum mempunyai pegangan dalam hal sosial-ekonomi.
30
 Begitu juga dalam 
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hal bersikap pada umumnya orang muda lebih radikal, tidak seperti orang 
dewasa yang cenderung lebih moderat, padahal kalau seseorang telah 
memasuki perkawinan, maka keluarga tersebut harus dapat berdiri sendiri, 
tidak bergantung pada pihak lain termasuk orang tua. Kematangan sosial 
ekonomi juga berkaitan dengan umur individu. Makin bertambah umur 
seseorang, kemungkinan untuk kematangan bidang sosial ekonomi juga akan 
semakin nyata. Oleh karena itu, pada usia 20 tahun bagi wanita dan usia 25 
tahun bagi pria adalah usia matang secara fisiologis, psikologis dan 
sosiologis.
31
 
c. Usia ideal menikah. 
Berdasarkan batasan-batasan usia matang dalam sebuah perkawinan 
sebagaimana yang telah dikemukan sebelumnya, dapat dipahami bahwa usia 
perkawinan yang ideal untuk wanita adalah 21-25 tahun. Karena pada usia itu 
organ reproduksi wanita secara fisiologis sudah berkembang dengan baik dan 
kuat serta siap untuk melahirkan keturunan, sedangkan usia secara psikologis 
pun mulai matang. Usia ideal untuk menikah bagi pria adalah 25-28 tahun. 
Karena pria pada usia itu kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, hingga 
mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara 
psikis/emosional, ekonomi dan sosial. Menurut Andi Syamsu Alam bahwa usia 
perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang dilangsungkan pada usia 25 
(dua puluh lima) tahun baik pria maupun wanita dengan alasan psikologis. 
Karena pada usia 25 tahun seseorang telah matang dari segi jiwa, usia dan 
pendidikan.
32
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8. Dampak Perkawinan Usia Muda 
Salah satu dampak dari perkawinan di bawah umur adalah terjadi 
percekcokan/perselisihan dalam rumah tangga yang berulang-ulang. Hal tersebut 
dimungkinkan karena belum matangnya jiwa, raga dan fikiran bagi pasangan 
nikah usia muda sehingga kontrol emosi belum stabil dan akibatnya hak dan 
kewajiban bagi suami-istri dilalaikan. Dampak lain dari terjadinya perkawinan 
usia muda adalah dapat berimplikasi pada resiko konflik keluarga dan 
terganggunya kesehatan. Terutama kesehatan reproduksi seksual yang secara 
anatomi pada usia muda dinding rahim belum mampu berfungsi secara normal 
sehingga beresiko untuk melahirkan dan dapat mengancam keselamatan ibu dan 
anak yang dilahirkan. 
 
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian 
1. Pengertian Perceraian 
Talak dimbil dari kata “ithlaq” yang menurut bahasa artinya melepaskan 
atau meninggalkan.
33
 Menurut istilah syara‟, talak adalah melepas tali perkawinan 
dan dan mengakhiri hubungan suami istri. Sedangkan Menurut Abu zakaria Al-
Anshari, talak adalah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang 
semacamnya. 
Sayyid Sabiq mendefinisan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan 
ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri. 
Selain itu, talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama setelah 
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Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua 
belah pihak yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan .
34
 
Jadi, talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah 
hilangnya ikatan pekawinan iu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi 
dalam hal talak Ba’in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan 
ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya 
jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, 
dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak raj’i.35 
2. Dasar Hukum Perceraian 
a. Dasar hukum tentang perkawinan dijelaskan beberapa ayat dalam al-
quran salah satu diantaranya ialah Qs. Al-Baqarah/2 : 230.  
 
     
    
    
   
  
    
    
   
  
  36 
Terjemahnya: 
 
                                                          
 
34
M. Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial  (Cet. II; 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 76. 
35
M.A Tihami, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, h. 230. 
 
36
Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya,  h. 36. 
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Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), 
Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin 
dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu 
menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami 
pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat 
akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum 
Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. 
 
 
Dalam Ayat ini di jelaskan bahwa perceraian merupakan jalan yang 
tidak baik kita lakukan dikarenakan perbuatan baik yang dibenci oleh 
Allah Swt, maka dari itu hendaklah kita menghindari hal tersebut.  
b. Dasar hukum tentang perkawinan dijelaskan dalam beberapa hadis yang 
salah satu diantaranya ialah HR. Abu Daawud
37
 
 ٍرَاثِد ِنْب ِبِراَُمُ ْنَع  ٍلِصاَك ِنْب ِؼِّرَعُم ْنَع  ٍدِلاَخ ُنْب ُدَّمَُمُ اَنَػث َّدَح  ٍدْيَػبُع ُنْب ُيرِثَك اَنَػث َّدَح  
:َؿَاق ملسك ويلع للها ىلص ِّبَِّنلا ِنَع  َرَمُع ِنْبا ْنَع  ” ُؽَلََّطلا َلَاَعَػت ِوَّللا َلَِإ ِؿَلََْلْا ُضَغْػَبأ
    )َدْكُءَد ُوَبا ُهاَكَر( 
Terjemahnya:  
Telah menceritakan kepada kami Katsiir bin „Ubaid, telah 
menceritakan kepada kami Muhammad bin Khaalid, dari Mu‟arrif bin 
Waashil, dari Muhaarib bin Ditsaar, dari Ibnu „Umar -radhiyallaahu 
„anhuma-, dari Nabi Shallallaahu „alaihi wasallam, beliau bersabda, 
“Perkara halal yang dibenci Allah Ta‟ala adalah thalaq (perceraian)”. 
(HR. Abu Daawud) 
 
3. Macam-Macam Talak 
Ditinjau dari segi waktu menjatuhkannya talak, maka talak dapat 
dibedakan menjadi tiga macam yaitu:
38
 
                                                          
 
37
Ibnu Umar, Karahatut Talaq (Bab 2; No. 505; Semarang: Karya Toha Putra, 
1997), h. 934. 
38
Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, h. 193. 
30 
 
 
 
a. Talak Sunni ialah talak yang dijatuhkan sesuai tuntunan sunnah, yakni 
suami mentalak istrinya  dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, 
yang dalam keadaan sucinya itu suami istri tidak mengadakan kontak 
seksual (bersetubuh). 
b. Talak Bid‟i ialah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya dalam 
keadaan haid atau dalam keadaan suci, yang dalam keadaan suci itu suami 
istri telah mengadakan persetubuhan. 
c. Talak la Sunni Wala Bid‟i ialah talak yang dijatuhkan suami kepada 
istrinya yang belum pernah digauli, istri belum pernah haid atau istri yang 
telah lepas haid, dan talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang 
hamil. 
 Apabila talak dilihat dari segi cara mengucapkannya, maka talak terbagi 
kedalam dua bentuk yaitu:
39
 
a. Talak Sharih yaitu talak yang diucapkan oleh suami secara jelas dan 
gamblang dengan kata-kata talak. 
b. Talak Kinayah yaitu talak yang diucapkan suami tanpa mempergunakan 
kata-kata talak secara tegas tetapi dengan sindiran yang dapat bermakna 
talak. 
 Ditinjau dari segi boleh tidaknya suami rujuk kembali setelah terjadinya 
talak atau perceraian, maka talak terbagi dua yaitu: 
40
 
a. Talak Raj„i yaitu talak satu atau talak dua tanpa „iwad (penebus talak) 
yang dibayar istri kepada suami yang dalam masa iddah, suami dapat 
merujuk kembali tanpa akad kepada istrinya. 
                                                          
39
Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, h. 194. 
40
Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Cet. V; Jakarta Universitas Indonesia 
Press, 1986), h. 103. 
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b. Talak Ba‟in yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami 
terhadap istrinya dan untuk rujuk kembali harus melalui akad nikah baru  
lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.  
1) Ba‟in sugra yaitu talak satu atau dua disertai dengan „iwad dari istri 
kepada suami yang dengan akad nikah baru, suami dapat kembali 
rujuk dengan bekas istrinya. 
2) Talak Ba‟in kubra yaitu talak tiga, suami tidak dapat memperistrikan 
lagi bekas istrinya kecuali bekas istrinya tersebut telah kawin lagi 
dengan laki laki lain yang kemudian bercerai setelah mengadakan 
hubungan seksual dan habis masa iddahnya. 
 
4. Macam-Macam Perceraian  
       a. Cerai Gugat 
Cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan isteri atau kuasanya 
kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal 
penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin 
suami.
41
Jika isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami, 
gugatan harus ditunjukkan kepada pengadilan daerah hukumnya mewilayahi 
tempat kediaman suaminya. Hak untuk memohon memutuskan ikatan perkawinan 
ini dalam hukum Islam disebut Khulu’ perceraian atas keinginan pihak isteri, 
sedangkan suami tidak menghendaki. Khulu’ adalah perceraian yang terjadi dalam 
bentuk mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk lagi, hal ini didasarkan 
                                                          
41
 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia edisi revisi, Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2013, h. 214-217. 
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pada pasal 161 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “perceraian dengan jalan 
khulu’ mengurangi dan tak dapat dirujuk” Khulu’ berarti pula bahwa isteri 
melepaskan akad pernikahan dengan membayar ganti rugi berupa pengembalian 
mahar kepada suami.36 
Dasar hukum dari khulu terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 229 yaitu 
: 
 
   
   
    
    
   
     
     
     
   
     
     
   
   
  
Terjemahnya: 
Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi 
dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. 
tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah 
kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak 
akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir 
bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-
hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran 
yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-
hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang 
melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang 
zalim. 
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Di dalam KHI pasal 148 dinyatakan bahwa: 
1.  Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khulu 
menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang 
mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya. 
2.   Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan 
suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing. 
3.  Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan 
tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya. 
4.  Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwad atau tebusan 
maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami 
untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. 
Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi. 
5.  Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 
131 ayat (5). 
6.  Dalam hal tidak tercapainya kesepakatan tentang besarannya tebusan atau 
iwad, Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa. 
Khulu’ hanya dibolehkan kalau ada alasan yang tepat seperti suami meninggalkan 
isteri selama 2 tahun berturutturut tanpa izin isterinya serta alasan yang sah, atau 
suaminya murtad dan tidak memenuhi kewajiban terhadap isterinya sedangkan 
isteri khawatir akan melanggar hukum Allah dalam kondisi seperti ini isteri tidak 
wajib untuk menggauli suami dengan baik dan ia berhak untuk khulu’.42 Dan juga 
apabila 
                                                          
42
Ainur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, 
Jakarta: Kencana, 2006, h. 233. 
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isteri merasa tidak bahagia hidup bersama dengan suaminya atau dapat pula 
terjadi karena isteri sangat membenci suaminya, keadaan seperti ini sering terjadi 
pada masyarakat yang masih mengenal perkawinan yang ditentukan oleh pihak 
orang tua atau ditentukan oleh pihak lain yang dapat memaksa salah satu pihak 
terutama (calon isteri) untuk menikah dengan orang yang tidak dicintainya. Rukun 
Khulu’ ada lima yaitu rukun pertama keharusan penerima iwadh (pengganti), akad 
pernikahan, iwadh  (pengganti), sighat, dan suami, disini dimulai dari rukun 
terakhir yaitu suami, syarat suami sah talaknya yaitu baligh, berakal, dan 
berdasarkan pilihan sendiri sebagaimana keterangan dalam talaq, demikian itu 
karena khulu’ juga talak, suami menjadi rukun bukan syarat. Suami yang sah 
talaqnya merupakan syarat dalam diri suami, khulu tidak sah dari suami yang 
masih anak kecil suami gila, dan terpaksa, seperti talaq mereka. Rukun kedua 
keharusan penerima iwadh 
agar khulu’ sah dari seorang isteri syarat penerima khulu’ haruslah orang yang sah 
mentasarufkan harta secara mutlak karena menerima khulu’ berarti keharusan 
menerima harta. 
Rukun ketiga adalah pengganti khulu’ (iwadh), khulu’ menghilangkan 
kepemilikan nikah dengan pengganti/imbalan, imbalan ini adalah bagian-bagian 
yang pokok dari makna khulu’. Rukun keempat adalah sighat yaitu dengan lafal 
jelas dan sindiran. 
Syarat dari khulu’ anatara lain hendaknya khulu’ itu berlangsung sampai 
selesai tanpa adanya tindakan penganiayaan (menyakiti) yang dilakukan oleh 
suami terhadap isterinya, jika ia menyakiti isterinya maka ia tidak boleh 
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mengambil sesuatupun darinya, kemudian khulu’ itu berasal dari isteri bukan 
suami, dan jika suami merasa tidak senang hidup bersama dengan isterinya, maka 
suami tidak berhak mengambil sedikitpun harta dari isterinya.
43
 
Dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam diatur tentang akibat perceraian 
karena cerai gugat seperti : 
a) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya 
kecuali bila ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya diganti 
oleh: 
1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu. 
2) Ayah. 
3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayahnya 
4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan. 
5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. 
b) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah 
dari ayah atau ibunya.
44
 
c) Apabila pemegang hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani 
dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, 
maka permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat 
memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak 
hadhanah pula. 
                                                          
43
Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah Al-Jami FiiFiqhi An-Nisa (Terj. M. Abdul 
Ghoffar), Fiqih Wanita Edisi Lengkap, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 1998, h. 445. 
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d)  Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah 
menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut 
dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). 
e) Bila mana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak 
Pengadilan Agama memberikan putusan berdasarkan huruf (a) (b) dan (c). 
f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya 
menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak 
yang tidak turut padanya. 
         b. Cerai Talak 
Cerai talak adalah perceraian yang terjadi sebagai akibat dijatuhkannya 
talak oleh suami terhadap istrinya di muka sidang pengadilan. Cerai talak ini 
hanya khusus untuk yang beragama Islam, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 
14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 bahwa “Seorang suami yang telah 
melangsungkan perkawinan munurut agama. Islam, yang akan menceraikan 
istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi 
pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-
alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan 
itu.”  
Adapun tata cara seorang suami yang hendak mentalak istrinya selanjutnya diatur 
dari Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 
yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:  
1. Setelah Pengadilan menerima surat pemberitahuan tersebut dan 
mempelajarinya, selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima surat itu, 
Pengadilan memanggil suami dan istri yang akan bercerai itu untuk 
dimintai penjelasan.  
37 
 
 
 
2. Setelah Pengadilan mendapat penjelasan dari suami istri tersebut dan 
ternyata memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai, kemudian 
Pengadilan berpendapat pula bahwa antara suami istri yang bersangkutan 
tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, 
maka Pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang untuk 
menyaksikan perceraian itu.  
3. Kemudian Ketua Pengadilan memberi surat keterangan tentang terjadinya 
perceraian tersebut dan surat keterangan tersebut dikirimkan kepada 
Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan 
pencatatan perceraian.  
4. Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di 
depan sidang Pengadilan. 
5.  Rukun dan Syarat Talak 
 Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan 
terwujudnya bergantungan ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. 
Rukun talak ada empat, sebagai berikut:
45
 
a. Suami 
Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak 
menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Untuk 
sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan berakal, baligh 
dan atas kemauan sendiri. 
b. Istri 
Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan istri yang ditalak 
masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami dan 
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Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, h. 201-205. 
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kedudukan istri yang ditalak harus berdasarkan atas akad perkawinan 
yang sah. 
c. Sighat Talak 
Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap 
istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah 
(sindiran). Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap 
istrinya menunjukkan kemarahannya, semisal suami memarahi istri, 
memukulnya, mengantarkannya ke rumah orang tuanya, menyerahkan 
barang-barangnya tanpa disertai pernyataan talak, maka yang demikian 
itu bukan talak.demikian pula dengan niat talak yang masih berada 
dalam pikiran dan tidak diucapkan, maka itu tidak dipandang sebagai 
talak. Pembicaraan suami tentang talak tetapi tidak ditujukan terhadap 
istrinya juga tidak dipandang sebagai talak. 
d. Qashdu (Sengaja) 
Ucapan talak yang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk 
talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak 
dimaksud untuk talak diapandang tidak jatuh talak.  
       6.  Sebab dan Alasan Perceraian 
Secara umum sebab terjadinya perceraian ada empat,
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 yaitu: 
1. Putusnya perkawinan sebab syiqaq 
Syiqaq adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri 
sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan 
pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua 
belah pihak tidak dapat mengatasinya. 
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2. Putusnya perkawinan sebab pembatalan 
Jika suatu akad perkawinan telah dilaksanakan dan dalam 
pelaksanaannya ternyata terdapat larangan perkawinan antara suami istri 
semisal karena pertalian darah, pertalian sesusuan, pertalian semenda, atau 
terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Hukum seperti tidak 
terpenuhinya Hukum dan syaratnya, maka perkawinan menjadi batal demi 
Hukum melalui proses pengadilan, hakim membatalkan perkawinan yang 
dimaksud. 
3. Putusnya perkawinan sebab fasakh 
Hukum islam mewajibkan suami untuk menunaikan hak-hak istri dan 
memelihara istri dengan sebaik-baiknya, tidak boleh menganiaya istrinya dan 
menyengsarakan kehidupan istri serta menyia-nyiakan haknya. 
Dengan keputusan Pengadilan atas dasar pengaduan karena 
kesengsaraan yang menimpa atau kemudharatan yang diderita, maka 
perkawinan dapat difasakhkan. Beberapa alasan fasakh, yaitu: 
a. Tidak adanya nafkah bagi istri. 
b. Terjadinya cacat atau penyakit. 
c. Penderitaan yang menimpa istri.  
4. Putusnya perkawinan sebab meninggal dunia 
Jika salah seorang dari suami atau istri meninggal dunia, atau kedua 
suami istri itu bersama-sama meninggal dunia maka menjadi putuslah 
perkawinan. 
Dimaksudkan dengan mati yang menjadi sebab putusnya perkawinan 
dalam hal ini meliputi baik mati secara fisik, yakni memang dengan kematian 
itu diketahui jenazahnya, sehingga kematian itu benar-benar secara biologis, 
maupun kematian secara yuridis, yaitu dalam kasus suami yang mafqud (hilang 
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tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia), lalu 
melalui proses pengadilan hakim dapat menetapkan kematian suami tersebut. 
Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116, disebutkan bahwa 
perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:
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1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, 
penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 
2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun 
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau 
karena hal lain  
diluar kemampuannya. 
3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau 
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 
4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 
membahayakan pihak lain. 
5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat 
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. 
6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam  
rumah tangga. 
7) Suami melanggar taklik talak. 
8) Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak 
rukunan dalam rumah tangga. 
  7.   Akibat Putusnya Perkawinan 
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 Apabila terjadi perceraian antara suami dan istri menurut hukum Islam maka 
akibat hukumnya adalah membebankan kewajiban suami terhadap istri dan anak-
anaknya, yaitu:
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1) Memberi mut‟ah yang pantas berupa uang atau barang. 
2) Memberi nafkah hidup, pakaian, dan tempat kediaman selama bekas istri 
dalam masa iddah. 
3) Memberi nafkah untuk memelihara dan pendidikan anaknya sejak bayi 
sampai dewasa dan dapat mandiri. 
4) Melunasi mas kawin, perjanjian taklik talak dan perjanjian lainketika 
perkawinan berlangsung dahulunya.  
Dalam pasal 38 Undang-Undang RI No.1 tentang Perkawinan jo. pasal 113 
Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena; 1). 
kematian, 2). perceraian, 3). atas putusan pengadilan. Pada pasal 114 Kompilasi 
Hukum Islam disebutkan; putusnya perkawinan yang disebabkan karena 
perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. 
Pada pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa apabila 
perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib untuk: 
1) Memberikan mut‟ah yang layak terhadap istrinya, baik berupa uang atau 
benda kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul (belum berhubungan 
seksual). 
2) Memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam 
idah kecuali jika istri telah dijatuhi talak ba‟in atau nusyuz dan dalam 
keadaan tidak hamil. 
                                                          
 48Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum 
Adat, Hukum Agama (Cet. III; Bandung: CV. Mandar Maju, 2007),  h. 179. 
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3) Wajib juga membayar seluruh mahar yang masih terhutang, dan separuh 
apabila qabla al-dukhul. 
4) Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 
umur 21 tahun. 
Adapun akibat perceraian yang terdapat pada pasal 156 Kompilasi Hukum 
Islam, yaitu:
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1) Anak yang belum mumayyis berhak mendapat hadanah dari ibunya, jika 
ibunya sudah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh 
wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibunya, ayah, wanita-wanita 
dalam garis lurus keatas dari ayah, saudara wanita dari anak yang 
bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari 
ibu dan ayah. 
2) Anak yang sudah mumayis berhak memilih untuk mendapatkan hadanah 
dari ayah atau ibunya.  
3) Jika pemegang hadanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan 
rohani anak, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan. Pengadilan 
Agama dapat memindahkan pada kerabat lain yang mempunyai hak 
hadanah pula.  
4) Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah 
menurut kemampuannya, minimal sampai anak tersebut dewasa (21 
tahun). 
5) Jika terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, Pengadilan 
Agama akan memberikan putusannya. 
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6) Pengadilan dapat menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan 
pendidikan anak yang tidak turut padanya dengan mengingat kemampuan 
ayahnya. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Lokasi dan Jenis Penelitian 
1.  Lokasi Penelitian 
Lokasi dan objek penelitian ini adalah dilakukan di Kabupaten 
Takalar dengan objek penelitian Pengadilan Agama Kelas II Takalar 
untuk memperoleh informasi dan data mengenai cerai talak dan cerai 
gugat di Pengadilan Agama  Kelas II Takalar. 
2. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian hukum deskriptif 
yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan 
sistematis tentang fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang 
cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas II Takalar. 
Setelah gambaran tersebut diperoleh, kemudian dianalisa secara 
kualitatif. Penelitian ini dilakukan secara intensif, terinci dan 
memberikan gambaran mendalam terhadap seseorang, kelompok, suatu 
organisasi atau lembaga terhadap fenomena-fenomena tertentu yang 
bertujuan untuk memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam 
mengenai subyek yang diteliti. Dengan demikian penelitian ini lebih 
mengutamakan observasi, wawancara dan dokumentasi. 
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B. Pendekatan Penelitian 
Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 
adalah pendekatan yuridis, pendekatan syar‟i dan pendekatan sosiologis. Menurut 
harfiahnya pendekatan yuridis adalah melihat atau memandang suatu hal yang ada 
dari aspek atau segi hukumnya terutama peraturan perundang-undangan. Pendekatan 
Syar‟i, yaitu pendekatan yang menelusuri pendekatan syariat Islam seperti Al-Qur‟an 
dan hadis yang relevan dengan masalah yang dibahas. Sedangkan pendekatan 
sosiologis adalah sesuatu yang ada dan terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang 
mempunyai akibat hukum. 
 
C. Pengumpulan Data 
1. Jenis Data 
 Penelitian ini bercorak field research, oleh karena itu jenis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif. 
2. Sumber Data 
Adapun sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data dalam 
penelitian ini yaitu: 
a. Data Pustaka melalui Library research yaitu metode yang dilakukan 
dengan cara membaca beberapa literatur atau bahan bacaan yang 
berkaitan dengan judul penelitian, dalam hal ini bahan-bahan penelitian 
yang terkait dengan kepustakaan adalah: 
1) Sumber data primer 
Sumber data primer yaitu bahan yang sifatnya mengikat dan 
mendasari bahan hukum lainnya, diantaranya adalah : 
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a) Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 
b) Undang-Undang RI nomor 50 Tahun 2009, (Perubahan kedua 
atas Undang-Undang RI no.7 tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama). 
c) Kompilasi Hukum Islam. 
2) Sumber data sekunder. 
Sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan 
petunjuk dan penjelasan mengenai sumber data primer. Adapun 
sumber data sekunder terdiri dari : 
a) Buku-buku yang berkaitan dengan hukum perdata dan hukum 
acara perdata. 
b) Literatur, dokumen, makalah-makalah, dan hasil riset yang 
relevan serta fakta-fakta lapangan yang berkaitan dengan 
penelitian ini. 
3) Sumber data tersier 
Sumber data tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti 
kamus, ensiklopedia, dan lain-lain. 
b. Data lapangan melalui Field research, yaitu bahan atau data yang 
diperoleh dari lapangan selain buku, kitab, majalah, jurnal dan lain-lain. 
3. Metode pengumpulan data 
a. Observasi 
Observasi yaitu pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti 
mengenai fenomena objek penelitian diikuti dengan pencatatan sistematis 
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terhadap semua gejala yang akan diteliti, observasi tidak hanya terbatas 
pada orang, tetapi juga objek-objek yang lain. Dari segi prosesnya 
observasi dapat dibedakan menjadi observasi partisipan (peneliti terlibat 
dengan kegiatan sehari-hari orang yang diamati), dan observasi non 
partisipan (tidak terlibat dan hanya sebagai peneliti independen), dan dari 
segi instrumentasi yang digunakan maka dapat dibedakan menjadi 
observasi terstruktur (dirancang sistematis) dan tidak terstruktur (tidak 
dipersiapkan secara sistematis). Adapun teknik observasi yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah teknik observasi non partisipan dalam artian 
peneliti hanya mengamati masyarakat yang sedang menghadiri sidang 
perceraian di Pengadilan Agama Kelas II Takalar tanpa mengikuti 
rangkaian persidangannya. 
b. Wawancara 
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 
peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 
permasalahan yang akan diteliti dan jika peneliti ingin mengetahui hal-hal 
yang lebih mendalam dari responden. Dengan demikian wawancara 
dilakukan dengan pertanyaan yang “Open ended” (wawancara yang 
jawabannya tidak terbatas pada satu tanggapan saja) dan mengarah pada 
pedalaman informasi serta dilakukan tidak secara formal terstruktur.
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Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan para pejabat di 
lingkungan Pengadilan Agama Kelas II Takalar guna memperoleh 
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informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan cerai talak dan 
cerai gugat. 
c. Dokumentasi 
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik 
dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang monumental. 
Dokumen yang berbentuk tulisan seperti Akte, peraturan, kebijakan, dan 
lain-lain. Dokumen yang berbentuk gambar seperti foto, video dan lain 
sebagainya. Teknik pengumpulan data dengan dokumen merupakan 
pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam 
penelitian kualitatif. Adapun dokumen yang akan diteliti adalah 
dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan perceraian, seperti 
buku register perkara, akta cerai/putusan pengadilan, laporan bulanan, 
dan lain sebagainya. 
4. Instrumen Pengumpulan Data 
Penelitian dilakukan bertujuan untuk memperoleh data yang akurat 
tentang bagaimana studi komparasi antara cerai talak dan cerai gugat di 
Pengadilan Agama Kelas II Takalar (Studi Kasus Tahun 2016). Adapun 
instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah Pedoman Wawancara 
yaitu salah satu instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa 
daftar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk memperoleh data atau 
informasi tentang cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas II 
Takalar, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan penelitian ini. Informasi 
dapat diperoleh dengan wawancara langsung dan wawancara tertulis dengan 
para hakim dan panitera Pengadilan Agama Kelas II Takalar. 
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D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Dalam suatu penelitian, pengolahan data merupakan suatu kegiatan yang 
menjabarkan terhadap bahan penelitian, sehingga penulis mendapatkan data dari hasil 
penelitian yang dilakukan kemudian dianalisa dengan menggunakan metode 
deskriptif analisis yaitu semua data yang diperoleh baik yang diperoleh di lapangan 
maupun yang diperoleh melalui kepustakaan setelah diseleksi dan disusun kembali 
kemudian disimpulkan secara sistematis.  
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BAB IV  
PERBANDINGAN ANTARA CERAI TALAK DAN CERAI GUGAT 
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Takalar 
1.  Sejarah Pengadilan Agama Takalar 
Pengadilan Agama adalah kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, 
mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, kewarisan, 
wasiat, hibah, wakaf dan shodaqah serta ekonomi syari'ah diantara orang-orang Islam 
untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penyelenggaraan Peradilan Agama 
dilaksanakan oleh Pengadilan Agama pada Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi 
Agama pada Tingkat Banding. Sedangkan pada Tingkat Kasasi dilaksanakan oleh 
Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negera Tertinggi. 
Bermula dari Lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1999, yang diubah 
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 dan Perubahan kedua dengan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. 
Pengadilan Agama Takalar merupakan salah satu lembaga peradilan di 
Indonesia yang berada di Jalan Pangeran Diponegoro No.5 Kabupaten Takalar 
dengan wilayah hukum meliputi 9 wilayah kecamatan, 21 Kelurahan dan 67 Desa. 
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2.  Letak  Geografis. 
Keadaan Geografi wilayah Kabupaten Takalar terdiri dari pantai, daratan dan 
perbukitan. Di bagian barat adalah daerah pantai dan dataran rendah dengan 
kemiringan 0-3 derajat sedang ketinggian ruang bervariasi antara 0-25 m, dengan 
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batuan penyusun geomorfologi dataran didominasi endapan alluvial, endapan rawa 
pantai, batu gamping, terumbu dan tufa serta beberapa tempat batuan lelehan basal. 
Sebagian dari wilayah Kabupaten Takalar merupakan daerah pesisir pantai, yaitu 
sepanjang 74 Km meliputi Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan 
Mappakasunggu, Kecamatan SandraBone, Kecamatan Galesong Selatan, Kecamatan 
Galesong Kota dan Kecamatan Galesong Utara. Kabupaten Takalar dilewati oleh 4 
buah sungai,yaitu Sungai Jeneberang, Sungai Jenetallasa, Sungai Pamakkulu dan 
Sungai Jenemarrung. Pada keempat sungai tersebut telah dibuat bendungan untuk 
irigasi sawah seluas 13.183 Ha. 
Kabupaten Takalar terletak antara 5031 sampai 50381 Lintang Selatan dan 
antara 1990221 sampai 1990391 Bujur Timur dengan luas wilayah 566,51 Km2, yang 
terdiri dari kawasan hutan seluas 8.254. Ha (14,57%), sawah seluas 16.436, 22 Ha 
(29,01%), perkebunan tebu PT. XXXII seluas 5.333,45 Ha (9,41%), tambak seluas 
4.233,20 Ha (7,47%), tegalan seluas 3.639,90 Ha (6,47%), kebun campuran seluas 
8.932,11 Ha (15,77%), pekarangan seluas 1,929,90 Ha (3,41%) dan lain-lain seluas 
7.892,22 Ha (13,93%). Dengan batas wilayah Kabupaten Takalar sebagai berikut : 
Sebelah Utara dengan kota Makassar dan Kabupaten Gowa sebelah Selatan 
dengan Laut Flores sebelah Barat dengan Selat Makassar sebelah Timur dengan 
Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Gowa.
51
 
                                                          
51
 Sember Data: Kantor Pengadilan agama Takalar 
53 
 
 
Wilayah Kabupaten Takalar terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan masing-
masing : 
NO KECAMATAN 
1 Manggarabombang 
2 Mappakasunggu 
3 Polombangkeng Selatan 
4 Polombangkeng Utara 
5 Galesong Selatan 
6 Galesong Utara 
7 Pattalassang 
8 Galesong 
9 Sanrobone 
 
3.  Visi dan Misi Pengadilan Agama Takalar 
Visi: 
Terwujudnya Pengadilan Agama Takalar yang Bersih, Berwibawa, dan Profesional 
dalam menegakkan Hukum dan Keadilan Menuju Supremasi Hukum 
Misi: 
1. Menjaga kemandirian badan peradilan. 
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan pada pencari keadilan.   
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan. 
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4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. 
 
4. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Takalar 
 
Berikut daftar Kecamatan, Kelurahan, dan Desa pada wilayah hukum Pengadilan 
AgamaTakalar. : 
NO. KECAMATAN KELURAHAN/ DESA 
1. PATTALLASSANG 
1. Pattallassang 
2. Pallantikang 
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3. Kalabbirang 
4. Sombalabela52 
5. Sabintang 
6. Bajeng 
7. Maradekaya 
8. Pappa 
9. Salaka 
2. 
POLONGBANGKENG 
SELATAN 
1. Pabbundukang 
2. Canrego 
3. Bontokadatto 
4. Bulukunyi 
5. Cakura 
6. Pattene 
7. Moncongkomba 
8. Lantang 
9. Rajaya 
10. Su'ru Langi 
3. 
POLONGBANGKENG 
UTARA 
1. Panrannuangku  
2. Manangkoki 
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3. Malewang 
4. Palleko 
5. Matompodalle
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6. Parang Luara 
7. Pa'rappunganta 
8. Parangbaddo 
9. Lassang 
10. Lassang barat 
11. Massamaturu 
12. Timbuseng 
13. Kampung Beru 
14. Ko'mara 
15. Barugaya 
16. Balangtanaya 
17. Towata 
18. Kale Ko'mara 
4. GALESONG SELATAN 
1. Mangindara 
2. Bonto marannu 
3. Popo 
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4. Barang Mamase 
5. Bontokassi 
6. Sawakong 
7. Bentang 
8. Bonto Kanang 
9. Kale Bentang 
10. Tarowang 
11. Kadatong 
12. Kaluku Bodo 
5. GALESONG 
1. Bontoloe 
2. Boddia 
3. Galesong Kota 
4. Galesong Baru 
5. Bontomangape 
6. Kalena Bontongape 
7. Parangbambe 
8. Parangmata 
9. Pattinoang 
10. Palla'lakkang 
11. Pa'rasangan Beru 
58 
 
 
12. Kalukuang 
13. Mappakalompo 
14. Campagaya 
6. GALESONG UTARA 
1. Bonto Sunggu 
2. Bonto Lebang 
3. Tamalate 
4. Tamasaju 
5. Bontolanra 
6. Pakkabba 
7. Aeng Batu-Batu 
8. Aeng Toa 
9. Sampulungan 
10. Bonto Kaddopepe 
7. SANROBONE 
1. Sanrobone 
2. Paddingnging 
3. Banyu Anyara 
4. Laguruda 
5. Tonasa 
6. Ujung Baji 
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8. MAPPAKASUNGGU 
1. Soreang 
2. Pa'batangang 
3. Patani 
4. Takalar 
5. Macini Baji 
6. Mattiro Baji 
7. Tompotana 
8. Rewataya 
9. Balangdatu 
  
9. MANGARABOMBANG 
1. Mangadu 
2. Lengkese 
3. Banggae 
4. Topejawa 
5. Lakatong 
6. Bontomanai 
7. Cikoang 
8. Pattopakang 
 
5. Tugas Pokok 
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Pengadilan Agama Takalar melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan 
Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, 
memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama 
Islamdibidang:  
a. Perkawinan 
Hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai 
perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain : 
1. Izin beristri lebih dari seorang; 
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh 
satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada 
perbedaan pendapat; 
3. Dispensasi kawin; 
4. Pencegahan perkawinan; 
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; 
6. Pembatalan perkawinan; 
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri; 
8. Perceraian karena talak; 
9. Gugatan perceraian; 
10. Penyelesaian harta bersama; 
11. Penguasaan anak-anak; 
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12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak 
yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya; 
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas 
istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri; 
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak; 
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; 
16. Pencabutan kekuasaan wali; 
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan 
seorang wali dicabut; 
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum Cukup umur 18 
(delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya; 
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di 
bawah kekuasaannya; 
20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak 
berdasarkan hukum Islam; 
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan 
perkawinan campuran; 
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang 
nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan 
yang lain. 
b. Waris 
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Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta 
peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan 
pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan 
seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian 
masing-masing ahli waris. 
c. Wasiat 
Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain 
atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal 
dunia. 
 
d. Hibah 
Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang 
kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. 
e. Wakaf 
Perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan 
dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya 
atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan 
ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. 
f. Zakat  
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Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang 
dimliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada 
yang berhak menerimanya. 
g. Infak 
Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi 
kebutuhan, baik berupa makanan, muniman, mendermakan, memberikan rezeki 
(karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan 
karena Allah Subhanahu Wata'ala. 
h. Shodaqoh 
Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau 
lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan 
jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah swt. dan pahala semata. 
i. Ekonomi Syariah 
Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, 
antara lain meliputi: 
Bank syari'ah; 
Lembaga keuangan mikro syari'ah; 
Asuransi syari'ah; 
Reasuransi syari'ah; 
Reksa dana syari'ah; 
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Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; 
Sekuritas syari'ah; 
Pembiayaan syari'ah; 
Pegadaian syari'ah; 
Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; 
Bisnis syari'ah; 
6. Fungsi 
Disamping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama mempunyai 
fungsi, antara lain sebagai berikut : 
1. Fungsi mengadili (judicial power) 
Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang 
menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 
49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
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2. Fungsi pembinaan 
Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural 
dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, 
administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, 
kepegawaian, dan pembangunan. (vide : pasal 53 ayat (3) Undang-undang 
Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). 
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 Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Takalar 
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3. Fungsi pengawasan 
Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku 
Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita / Jurusita 
Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan 
seksama dan sewajaranya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang 
Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administarsi umum 
kesekretariatan serta pembangunan. (vide : KMA Nomor : 
KMA/080/VIII/2006). 
4. Fungsi nasehat 
Memberikan pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi 
pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vidwe : Pasal 52 ayat (1) 
Undang-undang nomor 3 tahun 2006. 
5. Fungsi administrative 
Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan 
administratsi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan). (vide 
: KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006). 
6. Fungsi lainnya : 
o Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat 
dengan instansi lain yang terkait.seperti DEPAG, MUI,Ormas Islam 
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dan lain-lain (vide : Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 
2006). 
o Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penilitian dan 
sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat 
dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang 
diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 
KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di 
Pengadilan. 
B. Perbandingan Penyelesaian Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat di 
Pengadilan Agama Takalar 
A. Prosedur dan Proses Penyelesaian Perkara Cerai Talak  
1) Prosedur Penyelesaian Perkara Cerai Talak 
1. Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon (Suami) atau Kuasanya 
a) Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan 
agama / mahkamah syar'iyah (Pasal 118 HlR, 142 R Bg jo Pasal 66 
UU No 7 Tahun 1989). 
b) Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan 
agama/mahkamah syar'iyah tentang tata cara membuat surat 
permohonan (Pasal 119 HlR, 143 R Bg jo Pasal 58 UU No 7 Tahun 
1989). 
c) Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan 
petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan ternyata 
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ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan 
Termohon. 
2. Permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah  
a) Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (Pasal 
66 ayat (2) UU No 7 Tahun 1989). 
b) Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati 
bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan 
kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya 
meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (2) UU No 7 
Tahun l989). 
c) Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan 
diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah 
hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66ayat (3) UU 
No 7 Tahun 1989). 
d) Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri maka 
permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah 
daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau 
kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 66 ayat(4) UU No.7 
1989). 
3. Permohonan tersebut memuat : 
a) Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan 
Termohon; 
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b) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum); 
c) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita) 
4. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta 
bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau 
sesudah ikrar talak diucapkan (Pasal 66 ayat (5) UU No 7 Tahun 1989) 
5. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat(4) HlR,145 ayat(4)R Bg.Jo.Pasal 89 
UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara 
cuma-cuma(prodeo) (Pasal 237 HIR,273 R.Bg). 
2) Proses Penyelesaian Perkara Cerai Talak 
1. Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak ke pengadilan 
agama/mahkamah syar'iyah 
2. Pemohon dan Termohon dipanggil oleh pengadilan agama/mahkamah 
syar'iyah untuk menghadiri persidangan. 
3.  Proses : 
a. Tahapan Persidangan 
a) Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha 
mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang 
secara pribadi (Pasal 82 UU No.7 Tahun 1989); 
b) Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua 
belah pihak agar Lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 
ayat (1 ) PERMA No.2 Tahun 2OO3); 
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c) Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara 
dilanjutkan dengan membacakan surat pemohonan, jawaban, 
jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap 
jawab menjawab (sebelum pembukian) Temohon dapat 
mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) (Pasal 132a HlR, 
1 58 R Bg). 
b. Putusan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah atas permohonan cerai 
talak sebagai   berikut: 
a) Permohonan dikabulkan. Apabila Termohon tidak puas dapat 
mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah 
syar'iyah tersebut. 
b) Permohonan ditolak, Pemohon dapat mengajukan banding 
melalui pengadilan agama /mahkamh syar'iyah tersebut. 
c) Permohonan tidak diterima.Pemohon dapat mengajukan 
permohonan baru. 
d) Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap, maka: 
i. Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah menentukan 
hasil sidang penyaksian ikrar talak; 
ii.  Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah memanggil 
Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan ikrar 
talak. 
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iii. Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak 
ditetapkan sidang peyaksian ikrar talak, suami atau 
kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan 
sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan 
tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi 
berdasarkan atas hukum yang sama (Pasal 70 ayat(6) 
UU No 7 Tahun 1989). 
c. Setelah ikrar talak diucapkan panitera berkewajiban memberikan Akta 
Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak (Pasal 84 ayat 
(4) UU No 7 Tahun 1989). 
B. Prosedur dan Proses Penyelesaian Perkara Cerai Gugat 
1. Prosedur Penyelesaian Perkara Cerai Gugat 
Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat (Istri) atau 
kuasanya : 
1. Pengajuan Perkara 
a) Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada 
Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah (pasal 118 HIR, 142 
R.Bg. Jo. Pasal 73 Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang 
telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006). 
b) Penggugat dianjurkan untuk meminta petujuk kepada 
Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tentang tata cara 
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membuat surat gugatan (18 HIR, 142 R.Bg. Jo. Pasal 58 
Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan 
Undang Undang No. 3 Tahun 2006).  
c) Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita 
dan petitum. Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan 
ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas 
persetujuan Tergugat. 
2. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/ 
Mahkamah Syari'ah : 
a) Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat 
(Pasal 73 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang 
telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006); 
b) Bila Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman yang 
telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan 
diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang 
daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 
73 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah 
diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006 Jo. Pasal 32 
ayat (2) Undang Undang No.1 tahun 1974); 
c) Bila Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka 
gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah 
Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman 
72 
 
 
Tergugat (Pasal 73 ayat (2) Undang Undang No.7 tahun 1989 
yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006); 
d) Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar 
negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi 
tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan 
Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat (3) Undang Undang No. 
1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 
2006).   
3. Gugatan tersebut memuat : 
a) Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman 
Penggugat dan Tergugat; 
b) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum); 
c) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita). 
4. Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan 
harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan 
perceraian atau sesudah perceraian memperoleh kekuatan 
hukum tetap (Pasal 86 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 
1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 
2006). 
5. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat 4 HIR, 145 ayat (4) 
R.Bg. Jo. Pasal 89 Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang 
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telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006), bagi 
yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma 
(prodeo) (Pasal237 HIR, 237 R.Bg.). 
6. Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri 
persidangan berdasarkan panggilan Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syari'ah (Pasal121, 124, dan 125 HIR, 145 
R.Bg.). 
2. Proses penyelesaian perkara Cerai Gugat 
Adapun proses penyelesaian perkara cerai gugat yaitu : 
1.  Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syari'ah. 
2.  Penggugat dan tergugat dipanggil oleh Pengadilan Agama/Mahkamah 
Syari'ah untuk menghadiri persidangan. 
3.  Tahapan Persiapan 
a) Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan 
kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 
82 Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan 
Undang Undang No. 3 tahun 2006); 
b) Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah 
pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA 
No. 2 tahun 2003); 
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c) Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara 
dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, jawab 
menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab 
menjawab (Sebelum Pembuktian) Tergugat dapat mengajukan 
gugatan rekonvensi (gugat balik) (Pasal 132a HIR, 158 R.Bg.); 
Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah atas cerai gugat talak sebagai 
berikut: 
a) Gugatan dikabulkan. Apabila Tergugat tidak puas dapat mengajukan 
banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tersebut. 
b) Gugatan ditolak. Penggugat dapat mengajukan banding melalui 
Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tersebut. 
c) Gugatan tidak diterima. Penggugat dapat mengajukan permohonan baru. 
4. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka Panitera 
Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah memberikan Akta Cerai sebagai 
surat bukti cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari 
setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak. 
C. Perbandingan Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim dalam Memutus 
Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Takalar  
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1.  Dasar Hukum Pertimbangan Hakim da55lam Memutuskan Perkara Cerai 
Talak 
Menurut ibu Musafirah, S.Ag., M.HI. yang merupakan salah satu  hakim di 
pengadilan agama takalar, beliau mengatakan dasar hukum yang digunakan dalam 
memutuskan perkara cerai talak yaitu pada pasal 66 ayat 1 dan 2 UU RI No 7 Tahun 
1989 tentang Peradialan Agama.
56
 dalam pertimbangan pengambilan keputusan 
perkara cerai talak, hakim memperhatikan faktor penyebab seorang suami 
mengajukan permohonan cerai ke pengadilan diwilayah hukum para pencari keadilan 
tersebut. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian adalah istri 
meninggalkan keluarga dan tidak lagi mau kembali kepada suami, terjadinya ketidak 
harmonisan dalam rumah tangga dan faktor berikutnya adalah ekonomi. Maka bila 
dalam persidangan apa yang didalilkan oleh penggugat ternyata berdasarkan dalam 
hukum dan terbukti pada sidang pembuktian dan nyata alasan yang diajukan itu 
menjadikan rumah tangga penggugat dan tergugat pecah maka suami mengucapkan 
iqrar talak dihadapan majelis hakim.
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2.  Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai 
Gugat . 
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 Musafirah, S.Ag., M.HI. Hakim Pengadilan Agama Takalar, Wawancara, Takalar 9 Januari 
2018. 
2
 Muh. Hasyim. Lc. Hakim Pengadilan Agama Takalar, Wawancara, Takalar 9 Januari 2018 
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Dasar Hukum Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat menurut hakim 
Nur Akhriyani zainal, S.H., MH. Terdapat didalam pasal 73 Ayat 1- 3 UU RI No 7 
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Beliau juga mengatakan banyak beberapa 
faktor yang menyebabkan terjadinya istri mengajukan  gugatan cerai diantaranya : 
suami sering mabuk-mabukan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, terjadinya 
poligami tanpa sepengatahuan istri, madat, murtad, suami meninggalkan istrinya, 
tidak terjadinya harmonisasi dalam berumah tangga dan masalah ekonomi dalam 
rumah tangga. Maka hal itu diuji pada pembuktian dengan bukti tertulis dan minimal 
2 saksi, bila dalam persidangan apa yang didalilkan oleh penggugat ternyata 
berdasarkan hukum dan terbuktian pada sidang pembuktian dan nyata alasan yang 
diajukan itu menjadikan rumah tangga penggugat dan tergugat pecah maka putusan 
Kabul akan diberikan oleh majelis hakim. 
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D. Analisis Tentang Cerai Talak  dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama 
Takalar. 
Berdasarkan hasil penelitian saya maka saya menganalisa tentang cerai talak 
dan cerai gugat. Dilihat dari prosedur antara ceri talak dan cerai gugat terdapat ada 
perbedaan, kalau cerai talak mengacu dalam Pasal 66 UU No 7 Tahun 1989). 
Sedangkan cerai gugat Pasal 73 Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah 
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 Nur Akhriyani Zainal, S.H., MH. Hakim Pengadilan Agama Takalar, Wawancara, Takalar 9 
Januari 2018 
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dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006). dan proses atau syarat-syaratnya, untuk 
mengajukan perceraian lebih rumit cerai talak dibandingkan cerai gugat dan biaya 
perkaranya jg lebih mahal. 
Analisis kedua perbandingan pertimbangan dasar hukum hakim dalam 
memutus perkara. Majelis hakim dalam memutus perkara cerai talak adalah melihat 
dasar hukum di Pasal 66 UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.  dan salah 
satu faktor penyebabnya ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Maka bila dalam 
persidangan apa yang didalilkan oleh penggugat ternyata berdasarkan dalam hukum 
dan terbukti pada sidang pembuktian dan nyata alasan yang diajukan itu menjadikan 
rumah tangga penggugat dan tergugat pecah maka suami mengucapkan iqrar talak 
dihadapan majelis hakim. Sedangkan hakim memutus perkara cerai gugat dengan 
melihat dasar hukum di Pasal Ayat 1- 3 UU RI No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama. Dan salah satu faktor penyebabnya, Istri lebih tidak tahan menderita akibat 
kelakuan suami yang lama meninggalkannya. Maka hal itu diuji pada pembuktian 
dengan bukti tertulis dan minimal 2 sa ksi, bila dalam persidangan apa yang 
didalilkan oleh penggugat ternyata berdasarkan hukum dan bukti pada sidang 
pembuktian dan nyata alasan yang diajukan itu menjadikan rumah tangga penggugat 
dan tergugat pecah maka putusan yang akan diberikan oleh majelis hakim. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1.  Prosedur pengajuan perkara cerai talak dan cerai gugat dalam 
perbandingannya ada perbedaan yaitu proses dan persyaratan untuk 
mengajukan perceraian lebih panjang tahap proses cerai talak 
dibandingkan cerai gugat dan biaya perkaranya juga lebih mahal.  
2.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa cerai talak dan cerai gugat  
mempunyai hubungan dan pengaruh yang sangat besar terhadap 
jumlah perkara di Pengadilan Agama Kelas II Takalar, hal tersebut 
dapat dilihat dari hasil laporan tahunan perkara yang diterima tahun 
2016, sebanyak 176 perkara, 40 perkara cerai talak dan 136 perkara 
cerai gugat dan yang putus sebanyak 170 perkara dan 6 perkara 
dicabut oleh penggugat. 
 
B. Implikasi Penelitian 
1. Untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya cerai talak dan cerai 
gugat, diharapkan kepada semua pihak baik pemerintah maupun 
masyarakat termasuk lembaga-lembaga sosial keagamaan. Untuk 
senantiasa berperan aktif dalam memberikan bimbingan dan 
penyuluhan kepada masyarakat dan pentingnya sebuah
78 
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kesiapan/kemampuan sebelum memasuki jenjang pernikahan 
yakni mampu secara fisik, mental maupun materi. 
2. Untuk meminimalisir jumlah cerai talak dan cerai gugat, hakim 
harus pula turut serta berperan aktif yakni hakim dalam menangani 
permohonan dispensasi nikah hendaknya mempertimbangkan 
Undang-Undang tentang cerai talak dan cerai gugat sehingga hal 
ini dapat menimalisir angka cerai talak dan cerai gugat di 
Pengadilan Agama 
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